BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAL,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (Good Govemance) yang bebas dari
korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan
kekuasaan serta wewenang dan untuk
menyesuaikan dengan kondisi saat ini, Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
perlu ditinjau kembali dan diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan
Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahamn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Garta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk  Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah
diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Garta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor

41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

SINJAI



Pasal |

Ketentuan huruf h Pasal 2 diubah dan menambahkan 1 (satu) hurufyakni huruf
i dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 41) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang wajib
menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a.

S 0 oo T

Bupati Sinjai;

Wakil Bupati Sinjai;

Pejabat Eselon II;

Pejabat Eselon IlII;

Kuasa Pengguna Anggaran,;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Auditor;

. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pengadaan paling sedikit

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola anggaran
dengan nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
bupati ini dengan penembapatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
Padatanagal,

Diundangka di Sinjai
Pada tanggal I

ARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 3



